[ SALINAN ]

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Investasi pada
Badan Layanan Umum Daerah;

1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negeri Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan  Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13
tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1818);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan
Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020
tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1300);

Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 43 Tahun
2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten
Bulukumba Tahun 2022 Nomor 43);

Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 44 Tahun 2022
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba
Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN
INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

H.

ANDI SULTHAN DAENG RADJA KABUPATEN

BULUKUMBA



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Bulukumba.

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan
Daeng Radja Kabupaten Bulukumba.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD H. Andi
Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba adalah Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan
secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif,
rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap,
rawat jalan, dan Gawat Darurat.

Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja
Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD H. Andi
Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba adalah sistem yang
diterapkan oleh wunit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BLUD Kabupaten
Bulukumba.

Keuangan BLUD adalah semua hak dan kewajiban BLUD dalam rangka
penyelenggaraan BLUD yang dapat dinilai dengan wuang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD
adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibiltas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada
umumnya.

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan
menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan
kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah
dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan
sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja
perangkat daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Kuasa Pengguna Anggaran BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja
Kabupaten Bulukumba adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BLUD RSUD
H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba yang dipimpinnya.
Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang untuk
memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yang
dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.



15.

16.

17.

18.

(1)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan
dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang dalam
bentuk deposito.

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang ditanamkan lebih dari 1
(satu) tahun yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan/menambah
kekayaan.

Surplus adalah aliran dana masuk lebih besar daripada aliran dana
keluar selama periode tertentu.

Deposito adalah penanaman dana pada bank pemerintah dalam
periode tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, sebagai pedoman dan acuan
bagi BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba
untuk melakukan investasi.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, untuk mengatur pelaksanaan
investasi pada BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten
Bulukumba secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan
bertanggungjawab.

BAB III
INVESTASI

Pasal 3

BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dapat
melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan
pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak
mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng
Radja Kabupaten Bulukumba, dengan memperhatikan prinsip:

taat pada peraturan perundang-undangan;

tertib;

efisien;

ekonomis;

transparan;

akuntabel;

kehati-hatian; dan

bertanggung jawab.

Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insvestasi jangka
pendek.
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Pasal 4

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek

dengan memperhatikan rencana pengeluaran.

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 1 (satu) sampai
dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau dapat diperpanjang secara
otomatis;

b. surat berharga jangka pendek; dan

c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.

Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yaitu:

a. dapat segera dicairkan/diperjualbelikan;

b. dibentuk dalam rangka manajemen kas; dan

c. berisiko rendah.



(1)

(1)
(2)

(1)
(2)

BAB III
PROSEDUR INVESTASI

Pasal 5

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
dilaksanakan dengan melalui tahapan sebagai berikut:

a. usulan/pengajuan investasi; dan

b. pelaksanaan dan/atau realisasi investasi.

Usulan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan
oleh Pejabat Keuangan kepada Direktur.

Usulan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:

a. surat permohonan melakukan investasi; dan

b. posisi kas BLUD.

Direktur melaksanakan investasi dan melaporkan pelaksanaannya kepada
Dewan Pengawas.
BAB IV
HASIL INVESTASI
Pasal 6

Hasil investasi BLUD merupakan pendapatan BLUD.

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai
dengan RBA BLUD.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Direktur melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
investasi secara berkala.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui
tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak program investasi.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 10 November 2023

BUPATI BULUKUMBA,
ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 10 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

AN

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 38

gsuai dengan aslinya

Pangkat: Pembina
NIP. 198404052008041001






